PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 21 TAHUN 2005
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL
PENGAVAS FARVASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa dal am rangka neni ngkatkan mutu, prestasi, pengabdi an, dan senangat
kerja bagi Pegawai Negeri S pil yang di angkat dan ditugaskan secara penuh
dal am Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, di pandang perlu
nenet apkan kenbali Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan
Makanan dengan Per at uran

Presi den;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;

2. Undang- thdang MNonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawai an
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nonor 55, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 3041) sebagai nana telah
di ubah dengan Unhdang-lhdang Nonor 43 Tahun 1999 (Lenbaran Negara
Republi k Indonesia Tahun 1999 Nonor 9, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a Nonor 3890) ;

3. Peraturan Penerintah Nonor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gyji
Pegawai Negeri S pil (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nonmor 11, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor 3098)
sebagai nana tel ah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pererintah Nonor 11 Tahun 2003 (Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 2003 Nonor 17);

4., Peraturan Penerintah Nonor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsi onal
Peganai Negeri S pil (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesi a Nonor 3547);

5. Peraturan Penerintah MNonor 9 Tahun 2003 tentang Véwenang
Pengangkat an, Pemndahan, dan Penberhentian Pegawai Negeri S pil
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 15, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4263) ;

6. Keputusan Presiden Nonor 87 Tahun 1999 tentang Runpun Jabatan
Fungsi onal Pegawai Negeri S pil;

MEMUTUSKAN
Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL PENGAWAS FARVASI
DAN MAKANAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dinaksud dengan Tunjangan Jabatan

Fungsi onal Pengawas Farnmasi dan Makanan, yang sel anjutnya di sebut dengan
Tunj angan Pengawas Farnasi dan Makanan adal ah tunj angan j abatan fungsi onal



yang diberikan kepada Pegawai Negeri S pil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dal am Jabat an Fungsi onal Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai
dengan ket ent uan perat uran per undang- undangan yang ber | aku.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri S pil yang di angkat dan ditugaskan secara penuh dal am
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Mkanan, diberikan Tunjangan
Pengawas Farnmasi dan Makanan setiap bul an.

Pasal 3

Besar nya tunjangan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai nana di maksud dal am
Pasal 2, adalah sebagai mana tercantum dal am Lanpiran Peraturan Presiden
ini.

Pasal 4

Penberi an tunj angan Pengawas Farnasi dan Makanan di henti kan apabi | a Pegawai
Negeri S pil sebagai nana di naksud dal am Pasal 2, diangkat dal am jabatan
struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang
nengaki bat kan penberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan
per at ur an per undang- undangan yang ber | aku.

Pasal 5

Ketentuan | ebi h |anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Peraturan Presiden
ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/ atau Kepal a Badan Kepegawai an Negar a,
bai k secara bersama-sana naupun secara sendiri-sendiri nenurut bidang
t ugasnya masi ng- nasi ng.

Pasal 6
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, nmaka Keputusan Presiden Nonor 26

Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farnasi dan
Makanan, di nyatakan tidak berl aku.



Pasal 7

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Pebruari 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.

Dr. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



